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BAB V 
SIMPULAN, IMPLIKASI DAN REKOMENDASI 
Bab V ini merupakan simpulan dari hasil kajian dan penelitian penulis 
mengenai “Partisipasi Warga Negara dalam Melaksanakan Peraturan Daerah 
sebagai Upaya Membina Tanggung Jawab Warga Negara (Studi Kasus dalam 
Pelaksanaan Perda No.4 Tahun 2011 terhadap PKL di Kota Bandung)”. Simpulan 
yang disajikan dalam bab ini berdasar pada data yang penulis dapatkan dari hasil 
penelitian, kemudian diolah dan dianalisis ke dalam bentuk kaya tulis ini. Selain 
simpulan, penulis juga membuat implikasi dan rekomendasi yang ditujukan bagi 
pihak-pihak terkait dan juga bagi peneliti selanjutnya dengan harapan adanya 
perbaikan dan juga perubahan bagi pihak yang berkepentingan atau juga tertarik 
dengan karya tulis ini. 
A. Simpulan 
Kesimpulan dari hasil penelitian ini mengenai “Partisipasi Warga Negara 
dalam Melaksanakan Peraturan Daerah sebagai Upaya Membina Tanggung Jawab 
Warga Negara (Studi Kasus dalam Pelaksanaan Perda No.4 Tahun 2011 terhadap 
PKL di Kota Bandung)”. Adapun beberapa kesimpulan yang dapat penulis 
sampaikan adalah sebagai berikut : 
1. Pemahaman PKL Kota Bandung terhadap Perda No.4 Tahun 2011 ditunjukkan 
dengan pengetahuannya terhadap substansi dari kebijakan itu sendiri, 
mengenai apa yang boleh dan apa yang dilarang bagi PKL, mengenai sanksi 
bagi pelanggar dan juga  mengenai tujuan ditegakkannya Perda No.4 Tahun 
2011. Namun, sikap yang ditunjukkan oleh PKL Kota Bandung ini belum 
menunjukkan tindakan-tindakan baik sebagai respon positif dalam pelaksanaan 
kebijakan, PKL Kota Bandung belum secara optimal bertindak sesuai dnegan 
kewajibannya dan belum menunjukan sikap pasrtisipasi dan tanggung 
jawabnya sebagai warga negara, misalnya belum mematuhi peraturan, tidak 
ikut serta dalam program pemerintah, dan belum memiliki kepedulian terhadap 
kepentingan publik dan hak orang lain, serta belum memiliki kesadaran akan 
pentingnya menjaga kebersihan dan keindahan lingkungan sekitar.  
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2. Faktor pendorong tanggung jawab para PKL diantaranya adalah bagi sebagian 
PKL sudah mulai tumbuh kesadaran PKL untuk mematuhi peraturan, adanya 
penindakan yang tegas dari SKPD Peneggak Perda yakni Satpol PP, dan juga 
adanya penegakkan sanksi bagi pelanggar peraturan daerah. Sedangkan faktor 
penghambatnya adalah kurangnya keterampilan PKL untuk mencari dan 
menjalankan suatu pekerjaan, tingkat kepatuhan masih rendah,  dan juga faktor 
lingkungan seperti interaksi dengan PKL lain dan permasalahan jumlah 
pengunjung. 
3. Upaya Pemerintah Kota Bandung dalam pelaksanaan Perda No.4 Tahun 2011 
adalah melakukan penyuluhan yang tujuannya memberikan pemahaman secara 
baik dan menyeluruh kepada masyarakat Kota Bandung termasuk PKL, 
mengadakan program kadarkum atau masyarakat sadar hukum, melakukan 
patroli bahkan razia PKL untuk penertiban, melakukan penataan dan 
pembinaan melalui berbagai SKPD, dan juga melakukan peningkatan kualitas 
sistem kerja dari aparatur pemerintah agar pemerintah dapat bekerja dengan 
profesional dan amanah sehingga timbuh kepercayaan dari masyarakat dan 
memberikan dampak baik lainnya seperti tumbuhnya nilai dan karakter baik 
dari masyarakat. 
4. Hambatan yang dihadapi Pemerintah Kota Bandung dalam pelaksanaan Perda 
Kota Bandung No.4 Tahun 2011 adalah kurang kooperatifnya PKL dalam 
proses sosialisasi dan peneggakkan Perda No.4 Tahun 2011, kurangnya sumber 
daya organisasi dalam hal ini adalah kurangnya anggota Satpol PP, kurangnya 
sarana dan prasarana yang menunjang untuk penertiban PKL, dan kurangnya 
anggaran yang cukup untuk memenuhi berbagai kebutuhan dalam pelaksanaan 
perda ini karena tidak dapat dipungkiri pelaksanaan penataan dan penertiban 
PKL ini memerlukan biaya yang besar dan hambatan yang terakhir adalah 
terkadang aparatur pemerintah dalam hal penertiban kurang tegas dalam 
menindak pelanggaran yang dilakukan PKL. Namun, berbagai hambatan 
tersebut bukan menjadi alasan bagi pemerintah untuk menyerah, justru 
pemerintah harus banyak intropeksi dan melakukan berbagai solusi yang dapat 
memecahkan masalah seperti memperbaiki sistem kerja dan kualitas kerja dari 
aparatur pemerintah. 
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B. Implikasi 
Mengkaji partisipasi warga negara dalam pelaksanaan kebijakan merupakan 
bagian penting dari pembelajaran PKn karena partisipasi warga negara sebagai 
salah satu bagian civic skill  merupakan hal penting yang harus dimiliki oleh setiap 
warga negara. Partisipasi PKL dalam melaksanakan Perda No. 4 Tahun 2011 
sebagai upaya membina tanggung jawab warga negara ini memiliki manfaat 
sebagai sumbangan terhadap materi Pendidikan Kewarganegaraan terutama dalam 
materi kebijakan publik dan civic skill (participation skill dan civic responsibility).  
Selain itu untuk mengetahui tentang sejauhmana tingkat pelaksanaan kebijakan 
publik di Indonesia khususnya di Kota Bandung dalam memacu adanya partisipasi 
warga negara dan tanggung jawab warga negara sehingga apa yang dicita-citakan 
dan menjadi tujuan Kota Bandung dapat tercapai. Penelitian ini memberikan 
gambaran permasalahan yang ada di Kota Bandung dalam hal pelaksanaan perda 
mengenai PKL sehingga dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat menjadi 
tolak ukur dan juga bahan evaluasi bagi pemerintah untuk melihat sejauh mana 
keberhasilannya dalam membina masyarakatnya untuk berpartisipasi dalam 
programnya. Seperti kita tahu partisipasi warga negara dalam hal ini tanggung 
jawabnya melakukan kewajibannya sebagai warga negara sangat penting adanya 
apalagi dalam proses implementasi kebijakan publik.  
Tanggung jawab warga negara dalam pelaksanaan kebijakan publik memang 
harus diupayakan agar terus berkembang dan tumbuh menjadi suatu kebiasaan dan 
budaya warga negara sehingga perwujudan good governance dapat tercapai oleh 
negara Indonesia. Dalam PKn, tanggung jawab warga negara memang diajarkan 
dan harus mulai diterapkan sehingga sebagai siswa maupun mahasiswa dalam 
menjalankan peranannya sebagai warga negara dengan baik dan mampu menjadi 
warga negara yang baik. 
C. Rekomendasi  
Penulis mengajukan beberapa rekomendasi berupa saran kepada pihak-pihak 
yang berkepentingan terhadap hasil penelitian ini dan penulis berharap implikasi 
dan rekomendasi ini dapat menjadi masukan yang dapat meningkatkan partisipasi 
masyarakat Kota Bandung terutama PKL dalam melaksanakan Perda No.4 Tahun 
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2011 sehingga dalat mewujudkan terbinanya tanggung jawab warga negara dalam 
mematuhi peraturan dan melaksanakan kewajibannya. Adapun rekomendasi yang 
diajukan peneliti adalah sebagai berikut : 
1. Bagi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung  
a. Dalam proses penyusunan kebijakan publik, sebagikanya DPRD mampu 
secara lebih intensif melibatkan masyarakat baik melalui diskusi atau 
melalui saran-saran dari masyarakat agar kebijakan publik yang dibentuk 
dapat menghimpun harapan masyarakat. 
b. Adanya monitoring langsung dari DPRD dalam pelaksanaan kebijakan 
sehingga nantinya bisa dijadikan sebagai bahan evaluasi kebijakan 
terutama dalam pelaksanaan Perda No.4 Tahun 2011 yang masih memiliki 
banyak masalah. 
2. Bagi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung 
a. Satpol PP alangkah lebih baiknya mampu memliki ketegasan lebih baik lagi 
dalam hal penindakan dan penertiban PKL. 
b. Adanya sosialiasi secara terus menerus kepada PKL sehingga PKL sedikit 
demi sedikit dapat menunjukan respon positifnya terhadap usaha PKL. 
c. Harus meningkatkan kerjasama dengan berbagai SKPD lain dalam 
penegakkan Perda No.4 Tahun 2011 ini. 
3. Bagi Masyarakat Kota Bandung 
a. Masyarakat Kota Bandung secara umumnya termasuk PKL harus lebih 
menyadari arti penting mematuhi peraturan dan berpartisipasi dalam setiap 
kebijakan dan program pemerintah, karena pemerintah dalam kebijakannya 
memiliki tujuan baik untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat.  
b. Lebih meningkatkan respon positif berupa tindakan baik, bukan hanya tahu 
dan paham serta tidak hanya mengkritik pemerintah tetapi juga turut 
menciptakan perubahan baik dalam pembangunan kota. 
c. Masyarakat jika ingin mendapatkan haknya secara penuh juga harus 
diimbangi dengan pelaksanaan kewajibannya sebagai bentuk tanggung 
jawab warga negara secara sadar dan sukarela. 
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4. Bagi Departemen Pendidikan Kewarganegaraan 
a. Memperbanyak kajian mengenai isu-isu kontemporer yang berkaitan 
dengan kebijakan publik sebagai ajang diskusi ilmiah bagi mahasiswa. 
b. Memberikan pemahaman kepada mahasiswa bahwa kajian PKn bukan 
hanya mengenai pembelajaran tetapi juga berkaitan dengan kehidupan 
nyata di masyarakat. 
5. Bagi Peneliti Selanjutnya 
a. Penelitian ini dirasa oleh peneliti belum cukup memuaskan baik bagi 
peneliti maupun civitas akademika lainnya. Oleh karena itu, harus 
dilakukan kajian lebih mendalam mengenai penelitian ini sehingga mampu 
memberikan jawaban secara akurat dan komprehensif. 
b. Lebih memahami isu-isu sosial terkait dengan kebijakan di Kota Bandung 
sehingga dapat menjadi salah satu bentuk masukan kepada pemerintah. 
c. Sebaiknya lebih fokus pada pencarian data mengenai permasalahan yang 
timbul di masyarakat berkaitan dengan pemberlakukan kebijakan oleh 
pemerintah. 
 
